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SINOPSIS 
 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara pantai (coastal 

state) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan 

(perairan), dan ruang udara (air space), duapertiga dari keseluruhan wilayah 

Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara 

kepulauan (archipelagic state). 

 Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara 

universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah 

baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara 

(internasional). Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh 

dua benua dan dua samudra. Sehubungan dengan itu, Indonesia berbatasan 

langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara 

lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina,  India, Malaysia, Palau, Papua 

New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. perbatasan darat 

meliputi negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. 

 Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan 

putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 harus 

menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menghindari terjadinya 

konflik bilateral antar dua negara dan konflik regional antar beberapa negara 

dimasa mendatang, oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan khusus dalam 

pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar melalui 

kegiatan pembangunan, pengelolaan, pengembangan, perlindungan dan 

pengawasan serta pemantauan secara terus menerus agar keberadaannya 

dapat dipertahankan. 

 Buku ini cocok untuk dimiliki dan dibaca oleh para akademisi, praktisi 

dan mahasiswa serta masyarakat awam untuk dijadikan referensi tentang 

kewilayahan NKRI. 
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